
a. bahwa dalarn rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di 
Daerah; 

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan Perizinan 
Berusaha dan Perizinan Nonberusaha, diperlukan penyesuaian 
seluruh sumberdaya, sarana dan prasarana, serta penataan 
regulasi sehingga pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan 
Nonberusaha dapat berjalan sebagaimana mestinya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko dan Perizinan Nonberusaha di Kabupaten Wonogiri; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik lndoriesia 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6617); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 18); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Penanaman Modal di Kabupaten Wonogiri (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 
101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2019 tentang 



Penyelenggara OSS yang selanjutnya 
adalah lembaga pemerintah yang 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri. 
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri. 

5. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan 
perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik 
mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen 
yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. 

6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha 
berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. 

7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku 
Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau 
kegiatannya. 

8. Perizinan Nonberusaha adalah dokumen dan/atau bukti legalitas 
persetujuan dari Pemerintah Daerah di luar kegiatan usaha sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( Online 

Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah 
sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan 
oleh Lem baga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko. 

10. Lembaga Pengelola dan 
disebut Lembaga OSS 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN PERIZINAN 
NONBERUSAHA DI KABUPATEN WONOGIRI 

PENYELENGGARAAN TENT ANG BUPATI PERATURAN Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nornor 14 Tahun 2011 
tentang Penanarnan Modal di Kabupaten Wonogiri (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nornor 14, 
Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 

185); 



(1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam 
penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan 
Nonberusaha kepada Kepala DPMPTSP. 

(2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan 

Nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

BAB II 
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN 

NONBERUSAHA 

Pasal 3 

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan 
Nonberusaha bertujuan : 
a. meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; dan 
b. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, trarisparan, 

pasti, sederharia, terjangkau, profesional, berintegritas, dan 
terpenuhinya hak masyarakat. 

proses 
tahap 

adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan 
dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan 
penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 

Pasal 2 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi 
penanaman modal. 

11. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya 
disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan 
Pemanfaatan Ruang dengan RTR. 

12. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan 
Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah. 

13. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG 
adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan 
Gedung untuk membangun baru , mengubah, memperluas, 
mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan 
standar teknis Bangunan Gedung. 

14. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut 
SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat 
dimanfaatkan. 

15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP 



( 4) Perizinan Berusaha sektor se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf c, meliputi sektor : 
a. kelautan dan perikanan; 
b. pertanian; 
c. lingkungan hidup dan kehutanan; 
d. energi dan sumber daya mineral; 
e. ketenaganukliran; 
f. perindustrian; 
g. perdagangan; 
h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 
i. transportasi; 
j. kesehatan, obat dan makanan; 
k. pendidikan dan ke budayaan; 
l. pariwisata; 
m. keagamaan 
n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan system dan transaksi 

elektronik; 
o. pertanahan dan keamanan; dan 
p. ketenagakerjaan. 

(3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b meliputi : 
a. KKPR; 
b. Persetujuan Lingkungan; dan 
c. PBG dan SLF. 

(2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko 
dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. 

(1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi: 
a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan 
c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan 

investasi. 

Pasal 4 

(3) Jenis pelayanan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

b. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan 
Nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Provinsi J awa Tengah yang dilimpahkan kepada 
Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan. 



f 

(1) Semua jenis Perizinan Berusaha yang telah disetujui dan berlaku 
efektif serta persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang telah 
dipenuhi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan 
tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. 

(2) Perizinan Berusaha yang belum berlaku efektif sampai dengan 
berlakunya Peraturan Bupati irii, diproses sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Permohonan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan 
Nonberusaha yang telah diterima oleh DPMPTSP sebelum 
berlakunya Peraturan Bupati ini diproses berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan pada saat permohonan diajukan 
kepada DPMPTSP. 

Pasal 7 

BAB III KETENTUAN PERALIHAN 

(2) DPMPTSP melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 
perkem bangan pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Perizinan 
Nonberusaha. 

(1) DPMPTSP mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait dalam 
penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha. 

(3) Penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) menggunakan sistem elektronik. 

Pasal 6 

(2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Lembaga 
OSS. 

Perizinan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan 
Berusaha Berbasis Risiko dan PTSP. 

(1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan 
Nonberusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 

Pasal 5 

(5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan 
Berusaha, Perizinan Berusaha sektor, dan kemudahan 
persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang­ 
undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan 
gedung. 



BERITA DAERAH KABUPATN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 21 

Ditetapkan di Wonogiri 
Pada tanggal 29 Mei 2023 

~ ~UPATI WONOGIRI, t 
~~~;~·~~; 

~ 

Agar setiap orang mengetalruinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Wonogiri. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 8 

BAB IV KETENTUAN PENUTUP 


